
BAB V 

SIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan komitmen 

organisasi terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan 

keuangan SKPD Bekasi. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan diuji, 

maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengaruh sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap 

ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatwaktuan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

4. Pengaruh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data. penggunaan 

kuesioner tersebut dapat mengakibatkan respon yang bias dari responden akibat 

ketidakseriusan dan ketidakjujuran responden terhadap apa yang dirasakan dalam 

menjawab pertanyaan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka saran yang diberikan 

antara lain: 



1. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan sample yang lebih 

banyak. Penelitian hanya memfokuskan di SKPD kota bekasi, sehingga bagi peneliti 

berikutnya sebaiknya memperluas dan mengambil sample di pemerintah daerah 

lain. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya pengamatan dilakukan langsung pada objek 

penelitian untuk menghindari respon bias akibat dari penggunaan kuesioner. 

Sebaiknya dilengkapi dengan wawancara agar partisipasi esponden lebih tinggi dan 

mendapat informasi yang lebih akurat serta di percayai kebenarannya. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mempertimbangkan untuk 

menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

 


